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“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun niscaya dia akan 

melihat balasanNya” 

 

~ Qs. Al Zalzalah : 7 ~ 

 

“Percaya sama proses dan takdirnya. Setiap langkah yang diambil, setiap 
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sudah diatur Allah dengan waktu yang paling pas, cukup dengan berdamai 

dengan apa adanya, berusaha menjadi versi terbaik dirimu yang paling 

Bahagia, sehat dan percaya diri. Maka takdir paling baik akan terungkap 

dengan sendirinya” 

 

“DON’T BE A BAD PERSON” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia memerlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan juga untuk meningkatkan taraf hidupnya, termasuk untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apabila seseorang sudah dapat 

mencapai taraf hidup yang didambakannya, maka dapat dikatakan bahwa 

seseorang tersebut sudah sejahtera hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

standar taraf  hidup yang dipakai setiap orang berbeda-beda. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh standar taraf hidup yang didambakan oleh orang tersebut. 

Oleh karena itu, bisa jadi seseorang sudah merasa sejahtera, namun jika dilihat 

dari kaca mata orang lain maka orang lain tersebut dimungkinkan berpendapat 

bahwa standar taraf hidup orang yang dipandangnya tersebut masih biasa-biasa 

saja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap standar taraf 

hidup yang dipakai setiap orang.  

Bekerja adalah salah satu cara orang mencoba mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan untuk hidup, hal ini dikarenakan dengan bekerja maka 

seseorang akan menerima upah jasa atau gaji yang dapat digunakan untuk 

membeli kebutuhan hidupnya atau memenuhi keperluannya, termasuk untuk 

keluarganya. Idealnya setiap pekerja yang bekerja selalu berkeinginan 

“berangkat kerja sehat, pulang selamat”, dengan demikian pekerja yang 

bersangkutan dapat menikmati hasil jerih payahnya. Oleh karena itu, sangat 

penting bagi semua pekerja untuk waspada dan berhati-hati saat menjalankan 

tugasnya. Walaupun demikian, yang namanya tertimpa musibah atau celaka
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tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam hal terjadi kemalangan yang 

menimpa seorang pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaannya, maka 

kondisi tersebut di dalam peraturan ketenagakerjaan dikenal dengan istilah 

“Kecelakaan Kerja”. 

Akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian kecelakaan kerja dapat 

dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: 

1. Kategori ringan, yaitu hanya sebatas lecet tergores dan/atau memar. 

2. Kategori sedang, yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya tidak 

memerlukan rawat inap di rumah sakit. 

3. Kategori berat, yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya 

memerlukan rawat inap di rumah sakit dan memerlukan kurun waktu yang 

cukup lama untuk pemulihan kesehatannya. 

4. Kategori fatal, yaitu mengakibatkan suatu kematian. 

Berdasarkan data statistik dari BPJS Ketenagakerjaan, diperoleh data 

bahwa telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah kejadian kecelakaan kerja 

selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 2022, 6.552 orang telah 

kehilangan nyawa dalam kecelakaan kerja di Indonesia, meningkat 5,7% dari 

tahun sebelumnya.1 

Hal ini terkait dengan gagasan bahwa sistem hukum yang mapan akan 

mengarah pada penegakan hukum yang efektif, yang pada gilirannya akan 

 
1 Yuli Adiratna, et. al, “Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia 

Tahun 2022”, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata 

public/2022/10/files/publikasi/1675652225177 Profil%20K3%20Nasional%202022.pdf 

(kemnaker.go.id), diakses 4 Oktober 2024. 

https://satudata.kemnaker.go.id/satudata%20public/2022/10/files/publikasi/1675652225177
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata%20public/2022/10/files/publikasi/1675652225177
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf
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membuat orang merasa aman.2 Segala sesuatu, terutama kehidupan manusia, 

diatur oleh sistem aturan dan regulasi yang dikenal sebagai hukum. Untuk 

memastikan bahwa kepentingan satu orang tidak bertentangan dengan 

kepentingan orang lain, diperlukan seperangkat aturan dasar untuk interaksi 

manusia.3     

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja sebagai sumber daya manusia 

suatu perusahaan menghadapi tantangan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan kerja. Untuk menjalankan operasional organisasinya, suatu 

perusahaan bergantung pada sumber daya manusia yang merupakan aset yang 

sangat penting. Perusahaan yang besar dan progresif memandang karyawannya 

sebagai aset berharga yang harus dijaga. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menyatakan, “...bahwa setiap 

pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatannya dalam 

melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan 

produktivitas nasional”.4 

Bisnis di Republik Indonesia dapat didefinisikan sebagai organisasi apa 

pun yang menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan dengan tujuan 

memperoleh laba. Bisnis dapat berupa kepemilikan tunggal, persekutuan, 

lembaga pemerintah, atau jenis badan usaha lainnya.5 

 
2 Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan 

Indonesia Sebagai Negara Hukum”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2020, hlm 530 
3 Muhammad Taufiq, “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum 

Positif. Istidlal”, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2021 Hlm 87.  
4  Heri Nugraha dan Linda Yulia, “Analisis pelaksanaan program keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja pada pegawai PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero)”, Jurnal Ilmiah Manajemen, 2019, Hlm 94. 
5 Dalimunthe N, et. al, “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak 

Ketenagakerjaan, Jurnal Riset Akuntansi”, 2023, Hlm 84. 
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Baik pengusaha maupun pekerja membentuk suatu korporasi. Setiap 

orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dan menciptakan sesuatu, 

baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk memberi manfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan, dianggap sebagai pekerja. Sebaliknya, 

pengusaha dapat berupa pemilik tunggal, mitra dalam suatu kemitraan, atau 

bahkan jenis badan hukum lain yang mengelola bisnis mereka sendiri atau 

bisnis orang lain. 6  Ada kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bagi 

karyawan ketika mereka melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi 

kerja atau perusahaan. Korban kecelakaan kerja dapat berupa manusia atau 

benda mati, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 1998. Penyebab terjadinya kecelakaan tidak 

dapat diantisipasi atau diperkirakan.7 

Cedera yang dialami saat bekerja, baik di rumah maupun saat bepergian, 

atau yang disebabkan oleh paparan bahan berbahaya, semuanya dianggap 

sebagai kecelakaan terkait pekerjaan. Selanjutnya disebut PAK, penyakit 

akibat kerja adalah penyakit yang berasal dari tempat kerja.8 Berbagai faktor, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada, mesin, lingkungan kerja, sifat tugas itu 

sendiri, dan proses produksi, dapat menimbulkan bahaya yang dapat 

menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Pelatihan yang tidak memadai, 

 
6 Republik Indonesia,  “Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, 

Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279”. 
7 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 tahun 1998 Tentang 

Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan”. 
8  Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata cara 

penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, 
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6707”. 
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kecerobohan, atau keduanya dapat mengakibatkan hasil yang merugikan di 

tempat kerja. Kelelahan hanyalah salah satu dari beberapa variabel yang 

berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi.9  

Ketika seorang karyawan mengalami cedera atau sakit saat bekerja, 

mereka mungkin berhak atas santunan finansial dan/atau perawatan medis 

melalui Jaminan Kecelakaan Kerja, yang sering disingkat JKK. Jaminan 

Kematian, yang juga dikenal sebagai JKM, memberikan santunan finansial 

kepada penerima manfaat jika terjadi kematian tak terduga yang bukan 

disebabkan oleh kecelakaan kerja.10 

Data dari situs BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah klaim JKK 

dan JKM ke BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari tahun 2019 hingga 

November 2023. Hal ini menunjukkan kecelakaan kerja semakin marak dalam 

beberapa tahun terakhir. Perusahaan dan industri perkebunan menjadi sumber 

utama klaim JKK. Data terbaru mencatat lebih dari 160 ribu kecelakaan kerja 

dari januari hingga Mei 2024.11 Mayoritas statistik kecelakaan kerja sekarang 

dikaitkan dengan insiden yang melibatkan layanan konstruksi.12 

 

 

 
9  Devy Normalita Putri, Fatma Lestari, “Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada 

Pekerja Di Proyek Konstruksi”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2023, Hlm 446. 
10  Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara RI Tahun 2015 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5714”. 
11  Laksana Agung Saputra, “Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun 

Terakhir”, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-

dalam-Lima-Tahun-Terakhir diakses 7 Agustus 2024. 
12 Indah Rachmawati Siti Salami, et al, “Kesehatan dan keselamatan Lingkungan Kerja”, 

UGM Press, Yogyakarta, 2022. 

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir
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Jumlah Klaim JKK 

Tahun Jumlah Klaim JKK 

2019 182.835 

2020 221.740 

2021 234.370 

2022 300.000 

2023 360.635 

Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan 

Jumlah Klaim JKM 

Tahun Jumlah Klaim JKM 

2019 31.324 

2020 32.094 

2021 104.769 

2022 103.349 

2023 121.531 

Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut K3 merupakan 

sebuah ide yang berpotensi memengaruhi pekerja dan rekan kerja mereka. 

Kebakaran, ledakan, dan kecelakaan di tempat kerja merupakan hal-hal yang 

dapat memperoleh manfaat dari penerapannya. Pendidikan keselamatan dan 

kesehatan kerja belum diprioritaskan sebagai kebutuhan penting bagi pekerja 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh, termasuk 

produktivitas di tempat kerja. Akibatnya, pengetahuan, pemahaman, perilaku, 

dan kesadaran pekerja di bidang ini masih relatif rendah.13  

 
13  Tri Susilawati, Dedy Dharmawansyah dan Sumaedi. “Metode Penerapan 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Studi 

Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Sumbawa )”. Jurnal Tambora. 2019 

Hlm 108. 
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Penerapan prinsip-prinsip penting dan strategis K3 akan meningkatkan 

taraf hidup manusia dalam segala hal, meningkatkan laba usaha, dan membantu 

dunia untuk berkembang dalam segala aspeknya, ekonomi, sosial, lingkungan, 

dan sumber daya manusia. Mengabaikan K3 akan menyebabkan penyakit 

akibat kerja (PAK) dan kecelakaan (KK), yang pada gilirannya akan 

menyebabkan cacat, cedera, dan bahkan kematian. Hal ini akan menimbulkan 

penderitaan dan kerugian finansial bagi pengusaha, yang akan kehilangan 

sumber daya manusia yang berharga, melihat produktivitas mereka menurun, 

properti rusak, dan bahkan mungkin harus menutup usaha mereka secara 

permanen. 14 

Kurangnya pengawasan dan penerapan K3 menjadi akar penyebab 

kecelakaan kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa disfungsi 

manajemen merupakan akar penyebab kecelakaan kerja. Manajemen harus 

menerapkan strategi K3 yang efektif, menyeluruh, dan terpadu dalam 

menanggapi meningkatnya angka kecelakaan kerja dan kerugian yang terjadi 

akibat kejadian tersebut serta meningkatnya bahaya yang melekat pada proses 

produksi. Keselamatan, efisiensi, dan produktivitas di tempat kerja dapat 

dicapai melalui penggunaan sistem manajemen yang terstruktur dengan baik 

yang mencakup perencanaan, akuntabilitas, pelaksanaan, prosedur, proses, dan 

 
14 Adiratna, Y, et al, “Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia”, 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, 2022. 
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sumber daya. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (MK3) 

merupakan komponen dari rangkaian alat ini.15  

Pada Pasal 359 KUHP tercantum menetapkan bahwa hukuman 

maksimum untuk kecerobohan yang mengakibatkan kematian adalah lima 

tahun penjara, dengan kemungkinan tambahan satu tahun untuk setiap tahun 

tambahan yang dijalani.16 

1. Barang siapa; 

2. Karena kesalahannya; 

3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia/mati. 

Perusahaan juga dapat dikenakan Pasal 359 KUHP  jika terbukti bahwa 

pengusaha maupun pengusaha lalai sehingga menyebabkan seorang tenaga 

kerja kehilangan nyawa. Perusahaan yang tidak menjamin keselamatan 

pekerjanya saat bekerja dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 

satu tahun dan paling lama empat tahun. Pelanggaran berat terhadap undang-

undang ini, seperti kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kematian 

karyawannya, juga dapat dituntut berdasarkan “Pasal 359 KUHP dan Pasal 186 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Karena 

kecelakaan yang diakibatkan oleh kecerobohan dapat menimbulkan kerugian 

 
15 Tambunan, N, et al, “Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada 

Bidang Pekerjaan Konstruksi Pada Revitalisasi Bangunan Sekolah SMA Negeri 5 Medan”. Jurnal 

Sains dan Teknologi, 2023 Hlm 508. 
16  Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359, tentang 

menyebabkan mati atau luka-luka karena kelalaian”. 
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atau kematian manusia, maka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian 

dianggap sebagai perbuatan pidana menurut teori hukum.17 

Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hukuman dapat 

dijatuhkan melalui perintah pengadilan. Seperti yang tercantum dalam pasal 

“Pasal 183-188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan” membahas terkait denda-denda sesuai dengan kesalahan, 

kemudian pasal 189 membahas terkait sanksi pidana, disebutkan bahwa tugas 

pemberi kerja untuk memberikan hak dan/atau kompensasi kepada pekerja 

tetap berlaku bahkan setelah hukuman pidana seperti denda, penjara, atau 

penahanan telah dijalani.  

Hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam “Pasal 99 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. 

Pekerja beserta keluarganya mempunyai hak atas jaminan sosial yang 

ditegakkan dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 18  dengan tujuan untuk mengasuransikan peserta terhadap potensi 

kerugian sosial jika terjadi kecelakaan kerja. Namun, dengan 

mempertimbangkan dinamika perlindungan jaminan sosial, peserta berisiko 

kehilangan mata pencaharian mereka dalam sejumlah cara lain selain 

kecelakaan kerja, seperti ketika pekerjaan mereka dihentikan atau dihentikan 

sebelum periode yang disepakati berakhir.  

 
17  Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan dan Muhammad Nadzir. “Tindak Pidana 

Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”, Journal de Facto, (2024), hlm 151-153. 
18 Republik Indonesia, “Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279”. 
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Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang 

mengatur jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami pemutusan hubungan 

kerja, kepastian jaminan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dapat 

berjalan optimal. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang penciptaan lapangan kerja. 19  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dibentuk sebagai 

badan hukum publik sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, dimana BPJS Ketenagakerjaan 

akan memberikan manfaat jaminan sosial kepada mereka yang mengalami 

kecelakaan kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tina Suzan sebagai 

fungsional pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga kerja, beliau 

menjelaskan bahwa ada 136 kasus kecelakaan kerja yang tercatat di Dinas 

Tenaga Kerja selama jalannya 2024 ini terdapat berbagai jenis kecelakaan kerja 

yang terjadi disebabkan karna ketidakpatuhan pekerja dalam mengenakan alat 

pelindung diri (APD) serta perilaku pekerja yang kurang berhati-hati dalam 

melakukan pekerjaan. Seperti kasus kecelakaan kerja yang terjadi baru-baru ini 

pada tanggal 14 september 2024 di lokasi kerja, dimana pekerja menggunakan 

peralatan yang berbahaya berupa mesin potong namun korban lupa 

menggunakan alat pelindung diri (APD) yang menyebabkan mata kanan 

korban cidera dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Charitas Palembang, 

 
19  Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara RI Tahun 2015 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5714”. 
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kemudian kepala personalia dari PT tersebut melaporkan kejadian tersebut 

pada tanggal 19 september 2024.20 

Selain itu, dalam kasus yang melibatkan produsen pupuk organik cair 

di Rengasdengklok, Karawang, empat karyawan PT. Multidaya Putra Sejahtera 

meninggal dunia akibat keracunan limbah pupuk; perusahaan tersebut didenda 

Rp100 juta. Kebijakan perusahaan tersebut melanggar “Undang-Undang 

Keselamatan Kerja 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri 11 Tahun 2023, dan 

Peraturan Menteri 5 Tahun 2018” (K3 di Lingkungan Kerja dan Ruang 

Tertutup).21  

Dari sisi hukum pidana, telah ada dasar hukum yang mengatur 

mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, sebagaimana dalam Pasal 

359 KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pengusaha 

yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Akan tetapi, 

realitas di lapangan menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap perusahaan 

sering kali tidak ditegakkan secara maksimal. Perusahaan lebih sering dikenai 

sanksi administratif atau cukup membayar kompensasi melalui BPJS, tanpa 

ada proses pidana lanjutan yang menuntut tanggung jawab secara hukum. 

Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya ini 

menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas hukum pidana dalam 

 
20 Hasil wawancara Bersama Ibu Tina Susan sebagai fungsional pengawas ketenagakerjaan 

di Dinas Tenaga kerjam, 26 September 2024. 
21 Muhammad Ali Khumaini, “Pabrik pupuk di Karawang dedenda Rp.100 juta terkait 

kecelakaan kerja”, https://www.antaranews.com/berita/4245675/pabrik-pupuk-di-karawang-

didenda-rp100-juta-terkait-kecelakaan-kerja, diakses 7 Agustus 2024. 

https://www.antaranews.com/berita/4245675/pabrik-pupuk-di-karawang-didenda-rp100-juta-terkait-kecelakaan-kerja
https://www.antaranews.com/berita/4245675/pabrik-pupuk-di-karawang-didenda-rp100-juta-terkait-kecelakaan-kerja
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memberikan perlindungan terhadap pekerja. Beberapa kasus kecelakaan kerja 

yang menewaskan pekerja hanya berujung pada teguran atau denda, tanpa 

adanya proses hukum pidana yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan 

hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi 

pembuktian, keberanian aparat, maupun belum tegasnyaa konsep 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. 

 Melihat masih banyaknya kasus kecelakaan kerja dengan berbagai 

macam dampak bagi korban bahkan sampai meninggal dunia, hal tersebut 

merugikan banyak pihak bukan hanya pekerja namun juga perusahaan dan 

pihak-pihak terkait lainnya.  Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang 

masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai bagaimana aspek pidana diterapkan terhadap kelalaian perusahaan 

yang mengakibatkan kecelakaan kerja hingga menimbulkan korban jiwa, serta 

untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam memberikan 

keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia, dengan judul 

skripsi “Aspek Pidana Kelalaian Perusahaan hingga Terjadi Kecelakaan 

Kerja yang mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap pekerja yang 

mengalami kecelakaan kerja sehingga pekerja meninggal dunia? 

2. Bagaimana penerapan Sanksi Pidana terhadap Perusahaan yang lalai 

sehingga menyebabkan korban kecelakaan kerja meninggal dunia 

berdasarkan hukum positif di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab 

Perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja 

sehingga pekerja meninggal dunia. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Sanksi Pidana terhadap 

Perusahaan yang lalai sehingga menyebabkan korban kecelakaan kerja 

berdasarkan hukum positif di Indonesia  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi 

hukum dari kecerobohan perusahaan yang menyebabkan kecelakaan di 

tempat kerja dan kematian pekerja di seluruh dunia. Penelitian ini dapat 

memperkaya teori tentang tanggung jawab pidana perusahaan terutama 

terkait unsur kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi. Dengan 

studi kasus yang memberikan pemahaman untuk perusahaan dan 

individu terkait dengan pembagian beban tanggung jawab. Memberikan 
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kontribusi terhadap pengetahuan akademik dengan menghasilkan 

wawasan baru dan mendalam mengenai topik penelitian terkait 

keselamatan kerja dan perlindungan hukum. Penelitian ini dapat 

memperkaya literatur yang ada dan memberikan dasar untuk penelitian 

lebih lanjut, serta mendukung pengembangan teori-teori baru dalam 

bidang ini. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi yang relevan kepada publik mengenai 

unsur-unsur kejahatan korporasi dan kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan kematian pekerja. Ini dapat membantu masyarakat, 

khususnya pekerja dan perusahaan, untuk memahami lebih baik 

bagaimana aspek pidana kelalaian perusahaan hingga terjadi kecelakaan 

kerja, serta memberikan panduan praktis untuk meningkatkan 

keselamatan kerja. Meletakkan dasar yang kokoh untuk studi masa 

depan dan menawarkan saran konkret yang diperoleh dari studi tersebut. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh akademisi, 

praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan 

kebijakan untuk meningkatkan pengawasan keselamatan kerja di 

perusahaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Demi kejelasan dan tetap setia pada pernyataan masalah, penulis 

telah membatasi ruang lingkup studi ini.  Penelitian dengan judul aspek 

pidana kelalaian perusahaan hingga terjadi kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan pekerja meninggal dunia ini membahas mengenai Sanksi 

Pidana terhadap Perusahaan yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan 

kerja berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk 

tanggung jawab dari Perusahaan terhadap kecelakaan kerja hingga 

memakan korban jiwa.  

 

F. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori penelitian hukum merupakan struktur atau kerangka 

konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan 

gagasan yang terkait topik penelitian yang akan diambil. Kerangka teoritis 

ini penting dalam penelitian hukum karena membantu peneliti untuk 

memahami topik penelitian dengan lebih baik, merumuskan pertanyaan dan 

tujuan penelitian yang terdefinisi dengan baik, lalu mengarahkan 

penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan dan 

relevan.22  

 
22 Imam Jalaludin Rifai. Bab 4 Tinjauan Literatur & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum, 

Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023 
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Sejumlah teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian 

ini membentuk kerangka teori. Sejumlah teori hukum yang berkaitan 

dengan unsur pidana kecerobohan korporasi yang mengakibatkan 

kecelakaan kerja tidak dapat dipisahkan dari kerangka teori penulis yang 

akan dibangun dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. Semua permasalahan dalam penelitian ini dijawab oleh 

hipotesis penulis, yaitu:  

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Teori Tanggung Jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris 

disebut dengan “the theory of legal liability”, bahasa Belandanya, 

disebut “de theorie van wettelijke aansprakelijkheid”, sedangkan dalam 

bahasa Jermannya, disebut dengan “die theorie der haftung” adalah 

suatu badan pemikiran yang mengkaji hukuman yang adil bagi mereka 

yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, 

baik berupa kerugian fisik, penyakit mental, atau bahkan kematian. 

Pengertian tanggung jawab hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:23  

1. Teori; 

2. Tanggung jawab; 

3. Hukum. 

Dalam hukum pidana, tanggung jawab dapat dipahami sebagai 

tanggung jawab pidana atau “torekenbaarheid” dalam bahasa Belanda 

dan “criminal responsibility” atau “criminal liability” dalam bahasa 

 
23 Salim HS dan Erlies Septiana, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan 

Tesis”, Buku Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.  
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Inggris. Konsep akuntabilitas pidana mengacu pada praktik 

menghukum mereka yang melanggar hukum dengan terlibat dalam 

kegiatan ilegal atau dengan menimbulkan kondisi ilegal. Menurutnya, 

konsep akuntabilitas pidana mengacu pada langkah-langkah yang 

diambil untuk memastikan bahwa pelaku menanggung konsekuensi 

dari perilaku melanggar hukum mereka.24 

2. Teori Perlindungan Hukum  

Kepentingan manusia dilindungi oleh perlindungan hukum. 

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan martabat 

manusia merupakan landasan perlindungan hukum yang berlandaskan 

pada hukum positif. 25  Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan 

perlindungan hukum adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar 

kepentingan masyarakat yang beragam dengan cara mengaturnya. 

Setiap orang dalam masyarakat berhak untuk terhindar dari pelanggaran 

hak asasi manusia oleh orang lain, dan hukum hadir untuk memastikan 

bahwa mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum 

kepada mereka. untuk menggunakan hak-hak yang diberikan oleh 

hukum kepada mereka secara penuh.26 

 

 

 
24 Hanafi, Mahrus, “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2015”. 
25  Kornelius Benuf, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19”, Jurnal RechtsVinding, 2020, Hlm 

212. 
26  Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan 

Pemerintahan”, Sinar Grafika, Jakarta,  2020, Hlm 96. 
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3. Teori Efektivitas Hukum  

Akar kata dari kata sifat “efektivitas” adalah “efektif”, yang 

berarti berhasil dalam mencapai tujuan seseorang. Korelasi antara hasil 

yang diharapkan dan hasil aktual merupakan ukuran efektivitas yang 

konstan. Ketika sebuah organisasi mampu melaksanakan tugas, 

tanggung jawab, operasi, aktivitas, atau misinya tanpa mengalami stres 

atau tekanan dalam prosesnya, kita mengatakan bahwa organisasi 

tersebut efektif. 27  Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto Aturan 

hukum umum menetapkan standar untuk perilaku yang tepat. Karena 

penerapan teknik deduktif-rasional, pola pikir dogmatis telah 

berkembang. Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa hukum paling 

baik dipahami sebagai cara berpikir dan bertindak yang konsisten. 

Dengan menggunakan alur penalaran induktif empiris, hukum 

dipandang sebagai pola tindakan dengan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.28 

 

G. Metode Penelitian 

Teknik penelitian merupakan suatu prosedur yang ditetapkan untuk 

mengumpulkan informasi dengan harapan dapat menyempurnakan dan 

 
27  Galih Orlando. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah bil 

Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 2022 hal. 50” 
28 Soerjono Soekanto, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia Jakarta”: Universitas Indonesia, 1976 , hlm 45 
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memvalidasinya dengan tujuan untuk menerapkannya pada pemecahan 

masalah dalam disiplin akademis tertentu.29 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. 

Menerapkan data sekunder, mempelajari norma dan prinsip hukum 

positif, mempelajari peraturan perundang-undangan serta putusan 

pengadilan, menganalisis hubungan antara teori yang relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi, dan melakukan penelitian tentang aturan 

hukum, semuanya merupakan komponen metode penelitian normatif. 30 

Kajian ini bersifat preskriptif. Kajian deskriptif, evaluatif, dan 

preskriptif merupakan tiga kategori utama kajian. Ketika seorang 

peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, ia hanya mendeskripsikan 

topik kajian tanpa memberikan evaluasi atau dasar pemikiran apa pun 

atas temuan-temuan tersebut. Membenarkan temuan-temuan kajian 

dengan tujuan tunggal untuk menentukan penerimaan atau penolakan 

premis teori hukum yang disarankan adalah apa yang kita maksud ketika 

kita berbicara tentang evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan 

kajian dokumen, penulis memperoleh data yang penting untuk kajian 

 
29 Sri. Rochani Mulyani . Buku Metodelogi Penelitian, Widina Bhakti Persada, Bandung, 

2021. 
30  Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat” Cet XVII. Rajawali Pers, Jakarta, 2015. 
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tersebut. Kajian untuk kajian dokumen melibatkan penelaahan dan 

analisis berbagai undang-undang dan dokumen peraturan lainnya.31 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode yang diterapkan melibatkan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Memeriksa peraturan dan ketentuan yang berlaku 

merupakan langkah pertama dalam menerapkan pendekatan regulasi 

pada suatu masalah hukum. Selain itu, peneliti menggunakan berbagai 

strategi pengumpulan data untuk melakukan analisis mendalam 

terhadap contoh-contoh yang relevan saat menggunakan metodologi 

kasus. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Penulisan ini berdasarkan berbagai sumbernya, yang disusun 

berdasarkan: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah tempat hukum normatif, 

termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku, memperoleh 

materi yang mengikat secara hukum. Tempat utama untuk 

memperoleh informasi tentang hukum adalah dalam dokumen resmi 

seperti undang-undang, peraturan, dan regulasi. Sumber utama yang 

 
31  Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir. “Tinjauan Hukum tentang 

kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan”. Jurnal 

Normatif, 2021, Hlm 74. 
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dikutip dalam proses peradilan, termasuk undang-undang, kode etik, 

perintah eksekutif, dll. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum seperti 

buku, artikel, makalah, jurnal/laporan penelitian dan sejenisnya 

tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat, namun menjelaskan 

atau membahas hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah sumber daya yang tidak 

bergantung pada hukum tetapi mendukung sumber daya utama dan 

sekunder yang memiliki potensi untuk menjelaskan atau 

membimbing. Sumber daya hukum tersier terdiri dari sumber 

referensi yang membantu dalam menyediakan konteks atau definisi 

yang luas, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang 

lengkap. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Langkah pertama dalam melakukan studi kepustakaan adalah 

menentukan di mana menemukan bahan hukum yang diperlukan; 

langkah kedua adalah membaca, mencatat, dan menganalisis bahan 

hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan pasal tentang 

hukum bisnis yang menyangkut unsur pidana kelalaian perusahaan yang 

menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang digunakan ini ialah studi dokumentasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, memcatat, mengumpulkan dan 

Menyusun informasi, serta menelaah beberapa literatur seperti buku, 

peraturan pemerintah, perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif digunakan untuk 

mencapai temuan, yaakni menarik suatu proses penarikan kesimpulan 

yang dimulai dari suatu kasus atau perisitiwa hukum menjadi sebuah 

kesimpulan yang ruang lingkupny bersifat umum menuju pernyataan 

yang spesifik/khusus. Beberapa Langkah yaitu analis data, evaluasi 

tujuan penelitian, menggabungkan temuan, mengidentifikasi yang dapat 

memberikan manfaat dan kontrubusi, membuat kesimpulan dan 

memberikan saran untuk penelitian mendatang.  
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